Mcenimbang :

Mengingat :

a.

PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor : 3/10/PBI/Z001

TENTANG

PENERAPAN PRINSTP MENGENAL NASABAH

(KNOQW YOQUR CUSTQMER PRINCIPLES})

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa dalam monjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi
berbagat risiko usaha;

bahwa untuk mengurangi rsiko  usaha, bank  wajib
menerapkan prinsip kehati-hatian;

bahwa salah satu upaya mclaksanakan prinsip kehati-hatian
adalah penerapan prinsip mengenal nasabahy;

bahwa berdasackan hal teesebut diatas pedu digtue ketentuan

PFeraturan Bank Indonesia;

Undangmdang Nomaor 7 Tabun 1992 textang Pesbankan
(Lembaran Negara Tabun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) schagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomeor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790);

2. Uadang-undang ...
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2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara NMomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN
PRINSIP MONGENAL  NASABALL  (KNOW YOUR
CUSTOMER PRINCIPLES).

BARB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Yang dimaksud dalam Peratucan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum schagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tatun 1992 tentang Perbankan schagaimana telah divbah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Prinsip Mengenal Nasabah adaleh prinsip yang diterapkan Bank uatuk
mengetahui  identitss nasabsh, memantau kegiatan transaksi  nasabah
termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;

4. Usaha Kecil adalah wsaha yang memenuhi kriteria sebagaimama dimaksud
dalam Undang-undang Nomeor ¢ Talum 1995 tentang Usaha Kecil.

Pasal 2 ...
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Pasat 2

(1)Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Know Your Customer
Principles).

) (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah wbagmzmma dimaksud dalam

ayat (1}, Bank wajib:
a  menetapkan kebijakan poncrimaan Nasabsh;

c. menctapkan kcbijakan dan prosedur pemantavan terhadap rekening dan
 transaksi Nasabah;

d. menectapkan kebijakan dan prosedur manajemen risike yang berkaitan
dengan penérapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3
(1) Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Bank wajib membentuk unit kega khusus dan atau menunjuk pejabat Bank
yang bertanggung jawab atas pencrapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(3} Unit kerja khusus dan atau pejabat Bk sehagaimana dimsksud dalam ayat
{2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatohan.

BABE...

—_—
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BAB I

KEBIJAKANHZNERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 4

(1) Sebehmn melakukan hubsmgan usaha demgan Nasabak, Raok wajib meminta

informasi mengeaai:

a identitas calon MNasabahy;

b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah
dengan Bank;

¢. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetshui profil
calon Nasabah; dan

d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas
nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasat 6.

(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat
dibuktikan deagan keberadaan dokumen-doksnen peadukung.

(3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa
perbankan wajib melakukan pertemusn dengan calon Nasabeh  sekurang-
kurangnys pada saat pembukaan rekening.

(5} Apebila diperiukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon
Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen
sehagaimana dimaksud datam ayst (3)

Pasal 5 ...
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- Pasal 5
Dokutmen pendukung sebagaimana dismaksud dalam Pasal 4 ayai (2) bagl:
a. MNasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) identitas Nasabah yang memuat:
a) nama;
b) alamat tinggal tetap;
c) tempat dan tanggal lahir;
d) kewarganegaraan;
2) keterangan mengenai pekerjaan;
3) spesimen tanda tangan; dan
4) keterangan meagenal sumber dana dan Wujuan penggunaan dana;
b. Nasabah perusahaan:
1} perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangaya teedisi dari:
a) akte pendirian/anggatan dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur
dalam peratucan perundang-undangan yang bedaku;
b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
¢) mama, spesimen tandatangmn don kussa kepadn pibak-pibak yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama
perusahman datam metskokan hubengan usaha dengan Bark;
d) keterangan sumber dana dan tujuan pengpunaan dana;
2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri
darni:
a)akte ...
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a) aktepenémaﬂanggmndw&rb&gpem&dmymgmmmm
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaky; ’

b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

c) Nomor Pakok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabzh yang diwajibkan
untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berdaku;

d) laporan keuangan dari perusahaap atau deskripsi kegialan usaha
pecusahaan;

e) struktur manajemen perusahaan;

f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusshaan;

g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pilmk-pilmk yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untnk dan afas nama
perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

b} keterangan sumber dana dan tijuan penggunaan dana

c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan
negara asing sekurangkurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan
sural penunjukan bagi pihak-pithak yang berwenang mewakili lembaga
dalam melakukan hubuagan usaha dengan Bank;

d. -Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam
melakukan hubrmgan transaksi antar bank, antara tam:

i} akie pendirian/anggaran dasar bank;

2} izin usaha dari instanst yang berwenang;

3) nams ...

—_
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a) akie pendirian/anggaran dasar bagi perusahean yang bentukmya diatur
dalam peraturan perundang-wisdangan yang berdaky; .

b) izin usaha atau izin lainmya dari instansi yang berwenang;

¢) Nomor Pakok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan
untuk memiliki NPWP sesual dengan ketentuan yang bedaku;

d) laporan keuangan dari perusahasn atau deskripsi kegiatan usaha
pecusahaan;

e) struktur manajemen perusahaan;

f} dokumen identitas pcngumsya;ngbetweaangmewakﬂipcrmahaan;

g) nama, spesiten tanda-tangan dan kussa kepada pilmk-pilmk  yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan afas nama
perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

h} keterangan sumber dana dan tijuan peoggunaan dana

c. Nasabah berupa lembaga pemeriniah, lembaga internasional, dan perwakilsn

oegara asing sekurangkumangnya berupa nama, spesimen tacda-tangza dan
surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang wmewakili lembaga

dalam melakukan hubungan ussha dengan Bank;

d. Nasabah berupa bank, tferdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam
melakukan hubomgan transakesi antar bank, antara tain:

1) akie pendirian/anggaran dasar bank;

2} izin usaha dari instanst yang berwenang;

3) pama ...

—_—
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3) nama, spesimen _landatangan dan kuasa kepada pihak-pitek yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank
datam melaksdcan hubumgan usaia dengan Bank.

Pasal 6

Dalam hal calon Nasabah bertindak sehwoat pexantara dan atan kuasa pihak
lain (beneficial owner) untuk inembuka cekening, Bank wajib mermperolet
dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
hubungan hukum, pchugasan, scrta “kewenangan  bertindak  scbagai
perantara dan atau kuasa pihak lain.

Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalamn ayat (1) merupakan
bank lain di dalam negeri maka verifikasi atan konfirmasi atas identitas
beneficial awner dilakukan oleh bank lain di dalam negert tersebut.

Dalam hal calon Nasahah schagaimana dimaksud dalam ayat (I} merupakan
bank lain di luar neged yang menerapkan Prasip Mengenal Nasabah yang

sekurang-kuranguya setaa dengan Pewaturan Bank Indonesia i, Rank

4)

cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari bencficial owner
telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar neged tersehut.

Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak scbagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dn ayat (3), Bank wajib memperolch bukti atas
identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan pengpunaan dana,
serta informasi lainnya mengenai bemeficial owmer dari Nasabah, yang
antara lain berupa:

a hagt ...
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a. bagpi beneficial owner perorangan:

1) dokumen idetitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal § hurul a;

2) bukti pemberian kuasa kepada caton Nasabals

3) pemnyataan dari calon Nasabszh bahwa telah dilakukan penclitian
tethadap kebenaran ideotitas maupua sumber dana darci berneficial

owner,
b. bagi beneficial owner pecasahaan termasok bank:

1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal § huruf b atau huruf d;

2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakii perusahaan;

3) dokumen identitas pcmegang saham pengendali perusahaan;

4) bukti pemberian kuasa kepada Nassbah termasuk untuk porbukaan
rekening;

5} perayataan dar Nasahah bshwa telah didakukan peselifian tethadap

kebenaran identitas maupun sumboer dana dad beneficial owner.

(5) Dalam hal Bank meragukan atan tidak dapat meyakini ideotitas beweficiad
owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubtmgan ussha denpan
calon Nasabah.

Pasal 7

Bank difarang mefakukan hubungan usaha dengan caton Nasabah yang tidak
memenuly ketentuan sebagaimana dimaksad dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BABH ...
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BAB
PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH
) Pasal 8 |
(1) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sehagaimana  dimaksud

dalam Pasal § dan Pasal & dalam jangka waktu sekurang-kurangnya § (ima)
tahun scjak Nasabah moenutup rokoning pada Bank.

(2) Bank wajib melakvkan pengkinian data datam hal terdapat perubahan
terhadap dokumen-dokumen scbagaitnana dimaksud dalamm Pasal 5 ataw
Pasal 6.

Pasal 9

Bank wajib memiliki sistem  wlormast yang dapat  meagideatifikasi,
menganalisa, memantau dan menycdiskan laporan sccars cfektif mengenai
karakieristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Pasal 10
Bank wajib memelihara profil Masabah yang sckuranpkurangnya meliputi

informasi mengenai:

a. pekerjaan atau bidang usaha;
b. jumlah penglasituy;

c. rekening lain yang dimitiki;

d. aktivitas transaksi normal; dan
e. tujuan pembukaan rekening.
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BAB IV

MANAJEMEN RISTKO

Pasal 11
Kebijakan dan prosedur manajemen risiko schagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf d sckurang-kurangnya mencakup:
a. pengawasan olch pengurus Bank (management oversight);
b. pendelegasian wewenang;
e. pemisahan tugas;
d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan

e. program  pelatthan  karyawan mengenai penerpan  Paosip  Mengeaal
Nasabah,

Pasal 12
Bank wajib menunjuk petugas khusius yang bertangpung jawab untuk menangand
Nasabaht yang dianggap mempunyat dsiko tinggt termasuk  peayelenggac

negara, dan atau {ransakst-transakst yang dapat dikategorikan wmencurigakan
(suspicious trwtsactian;-) sebagaimans contoh dalam Lampiran 1.
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BAB V
PELAPORAN
Pasal 13

Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan
fatokapi kebijakan dan prasedur sehagaimana dimaksud dalama Pasal 2 kepada
Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (emam) bulan sejak diberlakukannya
Peraturan Bank fndonesta i,

Pasal 14

(1) Bank wajib melapockan kepada Baok Indooesia apshtla terjadi trapsaksi
yang mencurigakan (suspicious transoctions) selambat-lautsatnya 7 (tujuis)
hari kerja setelah diketahni oleh Bank, sesuai format pada {.ampiran 2.

(2) Tindak lanjut atss laporan yang disampatkan Bank scbagaimana dimaksud

dalam ayat (1) berpedoman kepadz peratran perundang-undangan yang
berlaku

Pasal 15

(1} Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dialagsatkan kepada :

a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indoncsia, JI. M.H.
Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah
kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor ...
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b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang beskantor pusat di hear
wilayah kerja Kantor Pusat Bank indonesia.

(2) Penyampaian faporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, J.
M.H. Tharwin No.2 Jakarta 10110.

BAB Vi

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK
DI LUAR NEGER! BAGE BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 16

(1) Bagi kantor Bank berbadan hwkum indonesia yang berada di luar neger,
berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketenfuan di
ncgara terscbut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabsh di nogara
tersebut sama atauy jebih ketat dan yang diatur dalam Peratwan Bank
{ndonesia ini.

(2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank schagaimana dimeksud
dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nassbah atau
berlaku Prinsip Mengenal Nasahah namun dengan standac yang lebih
longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor
Bank dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Massheh schagatmama
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia imi.

(3) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap
ketertuan  perundang-imdangan yang berlaku di negera tompat kedudukn

kantor ...

—_—
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kamtor Bank berada maka pejabat kartor Bank di fear negeri tersebat wajib
menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank indonesia bahwa
kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank todonesia ind. -

BAB Vil
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
(1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indopesia int tidak berlaku bagi Nasabuh
yang tidak mempunyai rekening di Bank, sepanjang nilal transaksi yang
dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta mpiah) atan nilai
yang sefara dengan itu.
(2) Perubahan nilas transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan
dalam Swurat Fdaran Bank indonesia.

BAB Vil
SANKSI
Pasal {8
(1) Pelanggaran tertadap ketentuan dalsm fasal {3 dan Pasal 14 =yat (1)
dikenskan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dslam Pasal 52 ayat
(2)immfaUn@‘g—m1dangNmm7:Ta§m 1992 tentang Perbankan
sebagaimana tfelah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tabhun 1998
berupa kewajiban membayar sebesar Rp{.000.000,00 (sata juta rupizh) per
hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).

(2) Pelanewacaa ...
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(2) Pelanggacan tedudap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (), ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal {1, Pasal
12, Pasal i6 dan Pasal 19 dikenakan sanksi adminisiraiif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf e, huruf €, dan atan
huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun {992 tontang Porbankan
sebagaimana telah diusbah deagan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,

RAR IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Bagi Nasabah Bank yang sudsh ada pada saat berlakunya Peraturan Bank
Indonesia int dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagrimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi

dokumen-dokumen tersebig  paling lambat 6 (enam) bulaa sejak bedakunya
Peraturan Bask Indonesia iri. |

BABX ...
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BAB X
RKETENTUAN PENUTUY
Pasal 20

Peraturan Bank 1ndonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditotapkan di Jakarn

Pada tanggal {8 Juni 2601

GUBERNUR BANK INIXONESIA

SYAHRIL SABIRIN

upt S
» P 74
N Feusran® 7

S

A

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK {NDONESIA TAHUN 2061 NOMOR 78

DPNP/UKIP/DHK/DASP
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/82B1/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIF MENGENAL NASABALL
(KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

1. UMUM

Dengan semakin beckembanguya kegiatan wsaha  perhackan, bank
dihadapkan kopada borbagai risiko soporti risiko operasional, risiko hukum,
risiko terkonsentrasinya transaksi, dan nsiko reputasi.

Ketidukoukupan — penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  dapat
mempecbesar tistko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kecugian
keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.
Mengingat hal (ersebut dan dengan memperhatikan rekomendast dasmi Basel
Committee on Banking Supervision dalam Core Principles Jor Effective Banking
Supervision batwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang
penting dalam melindungj kesehatan bank, maka bank periv meperapkan Prinsip
Mengenal Nasabah secara lebih efektif.



i~
L=

Disamping ite, sebagaimana dikemukakan oleh The Financial Action
Task Force on Money Laundering, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya
kejahatan, batk yang duakukan secars langsung maupun tdak langsung . oleh
pelaku kejahatan.

Berdasackan hal-hal ietsebut disias dan mengingai bahwa Priosip
Mengenal Nasahah merupakan bagian yang tidek terpisahbkan dad  sistem
pengencabian risiko Bank maka dipandang porfu untuk menctapkan poraturan
mengenai Prinsip Mengenal Nasai;ah di Indonesia.

1L PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat{1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
I raraf & dan baraf b

Nalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah,
Nasabah yang dianggap fidak layak mefakukan hubungan
usaha dengan Bank dan kriteria Nasabeh biasa  miao
Nasabah yang berisiko tinggi.



Pasal 3
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Dalam menetapkan kebijakan mi faktorfaktor seperti latar

belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha,
jabatan, atau indikator faldor risiko lain hams menjadi
pertimbangan.

[wrufc

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi pasabah
merupakan bagian penting dari  pelaksanaan  Prinsip
Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantavan dan mengurangi risiko,
Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi
Nasabah.

Hurufd

Kebijakan dan prosedur manaiemen fisiko antara lain
mencakup pengawasap oleh nanaiemen. pendelegasian
wewenang dan pemisshan tugas secara jelas, pengawasan
intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta

program pelatthan karyawan yang berkelanjutan,

Direkst Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungpuh
untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektifl
Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya

melindungi  kelangsungan usahm  Bank, mengingal pelaksanaan
Prinsip Mengenal Nasabah:

a merupakan ...
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e. merupakan bagian dari mangjernen rnisiko Bank sebagai dasar
untuk  mengidentifikasi, membatasi, dan mengenduiikan
eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;

f. membaniu menjaga reputasi Bank serta integritas dan sistem
perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank unhk
dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan {(financial
crimes).

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Unit kega khusus dalam ayat mi tidak merupakan bagian dan

satuan kega wmangjemen tisiko.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf 2 sampai dengan hurufe
Cukup jelas.
{{uruf d
Oalam hal tidak diberikan ideatitas pihak lain maka
Nasabah bertindak untuk dirt serxtiri.
Ayat (2)

Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan
dengan pemmjukan dokumen asli oleh Nasabah.
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ponolitian kcbonaran dokumcn pendukung
identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan
seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasahsh ustuk
memastikan dokumen tersebut secam nyata diyskint sesuat dengan

kondisi Masabah.
Ayat (4}

Penerapan Prinsip Mengenal Nasaboh mencalup Nasabah Bank
biasa (face-to-fuce customer) wmaupun Nasabah Bank tanpa
kehadiran fisik @(ron-foce-to-face customer) seperti Masabah yang
melakukan ftransakst melalut  telopon, surat-memywrat, dan

electronic barnking.

Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan mclalui petugas
khusus atay pihak lain yang mewakili Back satik wmeyakiokan
Bank terhadap identitas Nasahah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5 ...




D
Pasal 5
Hurula
Angka 1)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Surat lzin Mengemud: (SIM} atau paspor
yang dilengkapi dengan informasi reeagenai alamat linggal
tetap apabila betheda dengan yang tectera dalam dokusnen,

Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Huruf ¢}
Cukup jelas
Huruf d)
Culasp jetas.
Angka 2}
perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang
dilelasoon perusahaan.
Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data
yang dipertukan adalah sernber pendapatan.



Angka 3}
Cukup jelus.
Angka 4)
"~ Cukup jelas,
Haruf b

Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan
sejenis lainnya.

Angka 1)
Hunufa)
Cukup jelas.
Huruf b)
Lukup jolas.
Hunf¢)
Cukup jelas.
Husuf d)
Cukup jelas,
Angka2)
Huruf a)

Cukup jelas.

el
reey

wuf b} ...
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fluruf b)

Cukup jelas.

Huruf'c)

Bagi calon Nassbah yang wajib memiliki NPWP;
menjadi Nasabah befun memiliki NPWP maka yang
permohonan  NPWER.  Segera  sctelah  Nassbah
memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP
terschut kepada Nasabah.,

Bagi calon Nasabsh yang tidak wajib memiliki
NPWP  maka calon Nasabsh wajib membuat
pemyataan behwa yang bersangkutan merupakan
pihak yang tidak wajib memiliki NPWP,

Huruf d)

Deskripsi  kegiatan  usaha perusahaan  mencakup
informasi mengenat bidang usaha profil pelanggan,
alamat fempat kegiatan usaba dan nomor telepon

peruszhesn.

rurufe)

Cukup jelas.

Huruf D)

Cukp jelas.

Busufo
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furuf g)
C ukup Jjolas,
Hurul'1)
Cukup jelas.
[harufc
Cukup jelas.
Himad'd
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup ielas,
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Faruf a
Angka 1)
Cukup jelas.



Arngka 2}
Di dalam sural kuasa dijelaskan pula  hubungan
‘nukwr_l.
Angika 3}
Cukup jelas.
Hurulo
Angka 1)
Cokup jelas.
Angka 2}
Cukup jclas.
Anka 3)
Cukup jelas.

Angka £)
Di dalam sumt kuasa dijelaskan pula hubungan
hukum.

Angka 5)
Cuap jetas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasat § ...



B
Pasal §
Ayat (1)

Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen ideniilas
Nassbah yang tidak merupakan dokumen kcuangaﬁ sebagaimana
diatwr dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1997 tentang

Dokumen Perusahaan,
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal ¢

Sistom informasi yang dimiliki harus dapst memungkinkan Bank urtuk
menelusuri setiap transaksi ¢ndividual transaction), apabila diperlukan,
baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalom
kaitannya dengan kasus peradilan.
Hal-hal yang tennmasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah
penelusuran atas ideptitas Nasahah, identitas mitra transakst Nasabah,
instrumen teansaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi,

dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik
transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat
hubungan Nasabah dengan Bank secara menyelurut,

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1} ..
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Pasal 11

Hurut'a
Cukup jetas.

fluruf b
Termasuk pendelepasian  wewenang  adelah  penetapan  limit
weweaang amtuk  pejabal Bank dalam  kailanniya deagan
manajemen rekening atau transaksi Magabah

Huruf ¢
Termasuk pemisshan tugas adalzh pemisshan fungsi pelaksana
dengan fungsi pemutus, '

Hurufd
Peran pengawasan intern  adalah  untuk  mengovaluasi  dan
memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur
Prinsip Mengenal Nasabah yaag diterapkan. {'ungsi pengawasan
intern  memberikan  penilaian independen  atas pelaksanaan
kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap
ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huguf e

Cukup jetas.

Passf 12 ..



Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalab penyelenggara
negara schagaimana dimaksud dalam Undangamdang Nomor 28 Yatam
" 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungst
eksekutif, legislatif, dau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan deagan penyelenggarsan pegama sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-umdangan yang berlaku serta pibak-pihak
yang terkait dengan penyelenggara negara antara Jain:

a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;

b. keluarga penyelenggam negera yang fecdid derd sawdara kandung,
anak, orang tua, istri atau snami, mertua dan menantu; dan

¢. pihak-pihak yang secara umum dan diketzhui publik mempunyai
hubungan yang dekat dengan penyclenggara nogara.,

Ketertuan dalam ayat ind juga termasuk penyelenggara negam asing yang

setingkat.

Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan mencuripakan

(suspicious ftransactions) adalah transaksi yang fidak sesuai dengan

kmakteﬁsﬁkdmapmﬁiNasahathgandmnikimﬂmmmﬁ

menentukan transaksi yang mencurigakan adalsh dengan mengetahui

kelaziman transakst yang dilakokan Nasabeh.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 ...
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Pasal 14

Ayat (1)
Cukun jclas,

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jetas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat{1)
Keieniven dsizm Pasai inl berisku bugi Nasabsh yang Hidak
bermaksad wmtuk membuka rekemng & 2 Bank  nomen
menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa trausfer dan

pembelisn traveliers cheque.
Avyat (2} ...



Ayat (2}
Cakun iclas,
Pasal 18 . _
“Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.

FAMBANHAN LIMUARAN NIKARA U VBLIK INDUNENIA TAHUN 2001 NOMUR
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BEBERAPA CONTOH TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN

®)

(c)
(d)
(c)

{3
(g}
)
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@

W

SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

. Trassaksi mencurigakan dengan mengpunakan pola transalsi teaai

Pomoutaran twmal dalam jumlah besar yang tidek lazim olek
perorangun atsu perusabasm  yang mewmiliki kegiztzm ussba
tertentu dan pemyetoran t(ersebut biasznya difakukan deagan
menggunakan cck atan instrumen non-tunai lainnya;

Peningkataa peayetoran tunai yaag saagat material pada rekening
memadai, kbususpya apabila setoran tupai tersebut langsung
ditransfer ke fujuzn yang tidak mempunyai bubungan atan
keterkaitan dengan pererangan stzu perusahaan teysebut;
Penyctoran tunai dengan monggunakan beborapa slip sctoran
deiam jumish kecil sehingpa total penyetoran inpai tersebut
mcmpunyai jumish sangat besar;

Pengoupsan rekening perusshase venp lazimnye dileknkan denpan
mengpunakan cek atas iostrumen pon-tunat lzinnya pamun
dilakukan secarz tepai;

Pembayaran atan penyectoran dalsm  bentnk tunai  untuk
peayciesaian tagiiag wesel, transfer atay iasivumen pasas waag
lainxya;

Perukaran wang tunsi berdenominasi kecil dalam jumlsh besar
dengsn vapg tenat berdenominast besar;

Pepukaran varg tunai ke dabam m2ta vang asing dafam frekuensi
yang tinggi: -

Peningkatan kegiatan {ransaksi funai dalam jumiah yang sangat
besar untuk ukursn sustu kanter Bank;

Penvetoran tunai vape didalamnys selals terdapat wang palsa:
Transfer dalam jumlsh hesar dari ataw ke megara hain dengan
tustreksi untek dilzkekan pembayaras tenzi;

Penyetoran tunal dalam jumiah besar melalni rekening titipaan
setelah jam kerja kas wmntnk menghindari hubuopan langsung
dengan petugas Bank
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2. Traasaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank

(®)
®

©

(d)

(e)

)

Pemeliharaan boberapa rekening das nama pihak lain yang tidak sosuai
dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
Penyetoran tunai dalam jumiah kecil ke dalam beberapa rekening yang

dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut
mempunyai jumlah sangat besar;

Peayclocan dan atau peqacikan dalam  jumlah besac dad  cekeniog
perorangan atay perusahaan yang tidak sesuai atau tidak teckait dengan
usaha nasabah;

Pemberian informas) yang svlit dibuktikan aav memerivkan biaya yang
sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktiong;

Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan seteizh adanya
penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada han yang sama atau
han sebehumrya;

Penarikan dalam jumlah besac daci cekening aasabah yaag senula tidak
aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumiash
besar dan Juar negeri;

Penggunaan petugas feller yang berbeda oleh nasabsh yang secara
bersamaan untuk melakukan transaksi tupai dalam jumlah besar atau
transaksi mata uang asing;

Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan
dengan petugas Bank;

Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable
instrumesis olch suatu peruszhaan dengan menggunskan rekening klien
perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer
di antara rekening klien lainnya;
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() Penolakan olch nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau
informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah
menjadi layak unfuk memperoleh fasilitas pemberian kzadsi alau jasa

_ -perbankan laimya;

(&) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim dibersikan,
sepecti penolakan untuk dibervikan lingkat bunga yang lebih linggi
terhadap jumlah saldo tertenty;

(1) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa
penjelasan yang memadai;

. Transaksi mencurigakan melalui fransaksi yang berkaitan dengan

investssi

{a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang
seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau
kemampuan finansial nasabah;

(b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokis (back-fo-back
deposit/loan  transactions) antarm Bank dengan anak  perusabwan,
perusahaan afiliasi, atau institusi pechankan di negara lain yang dikenat
sebagai negara terupat lalu-litas perdagangan narkotiva;

(c) Permintaan nassbah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana
investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak kemsisten dengan
reputasi atau kemampuan finansial nasahaly;

{d) Transuksi denpan pihak lawan (counterparty) yang tidak dikenal atau
sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;

{c) Investor yang diperkenatkan olch bank di nogara lain, porusabaan afiliasi,
atau investor lain dari negara yang diketehui umum sebegai tempat
produksi atza perdagangan narkotika.

. Transaksi mencurigakaa melalui akiivitas Baak 4i tuar negerd

{2) Pengenalan nasabeh olch kanior cabang di luar negeni, perusahaan
afiiasi atau bank lain yang berada di megara yang diketahui sebagai

tempat produkst atau perdagangan narkotika;
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Penggunaan Letter of Credits (L/C) dan instrumen perdagangan
internasional fain untuk memindahkan dana antar negara dimana

nasabah;

Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar
ke alau darl negara yang diketahwui aictupakan tegara yang tedkait
dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau
kegiatan terorisme;

Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesum dengan
karakicristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke
negara lain;

Transfer secara elektronis olch nasabah tanpa disertai penjeclasan yang
memada atam tidak dengan menggunakan rekeming;

Pecnintaan travellers cheques, wesel dala wald uang asing, alau
negotiable instrument latanya deagan frekuensi tinggt;

Pembayaran dengan menggunakan fravellers cheques atau wesel dalam
mata uang asing khususnya yang diterbitkan olech negara lain dengan
frekuensi tingpi.

5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau

ager

() Peningkatan kekaysan karyawan dan agen Bank dalam jumlsh besa

tanpa disertai penjelasan yang memadai;

(b) Hubungan transaksi melahsi apen yang tidak dilengkapi dengan informasi

yang memadai mengenai penerima akhir (altimate beneficiary).

6. Transaksi meacuvigakan melalyi transaksi pinjam meminjam



(a)
(b)

©

I

Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;

Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari
aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesumi dengan repuiasi dan _
kemafnpuan finansial nasabah;

Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas
pembiayaan dimana poisi dana sendici Nasabah dalam  fasilitas
dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan
properti.
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2
LAPORAN TRANSAKS! YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI
TRANSAKSI YAN( MENCURIGAKAN *)

NOMOR LAPORAN -~ |

NAMA BANK

KANTOR BANK (ALAMAT DAN NOMOR
TELEPON)

NAMA PEMEGANG REKENING

TANGGAL PEMBUKAAN REKENING |

PEMBERI REFERENSI

IDENTITAS NASABAH **)

IDENTITAS BENEFICIAL OWNER ***)

ALAMAT PEMEGANG REKENING

RINCIAN KETERANGAN TENTANG

TRANSAKSI YANG DAPAT
DIKATEGORIKAN MENCURIGAKAN,
ANTARA LAIN PENJELASAN:

7?7 SUMBER DANA

7?7 PENGKREDITANPENDEBETAN
REKENING

?? JUMLAH

7?7 TANGGAL TRANSAKSI YANG
MENCURIGAKAN

7?7 MATA UANG/VALUTA

INFORMASI RELEVAN LAINNYA
*) Jormat laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Bank menambahkan informasi dan
data yaug dipertukos

x2) identitas nasobok disesuaikan dengan ketentuon Posal §
***)  identitas beneficial ewner disesnaikan dengon ketentuan Pasal 6

I “m .
angga & SRmeREER T ———
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